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NOMOR 10 TARUN 1993
TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK  BUMI.  DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH ROTAMADYA
DAERAH TINGKAT Il UJunaG PANDANG SERTA
PEMBERIAN SUMBANGAN ,/ BANTUAN SEBAGIAN HASIL
FAJAK / RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN DaLAM  WILAYAH KOTAMALYA DAERAH
TINGKAT TI UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EcA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGEAT IT UJUNG PANDANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetépkannya Eerutusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tshun 1990 tentang Pedoman
Feayvisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Daerah Tingkat I dan Deerah Tingkat Il
Sertz Pemberian Sumbangan Bantuan dan Femberian
debhagisn Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kerada

Pemerintah Kelurahan sebagai Bpaysas untuk
mewadudken pemerintahan Kelurahan yang mampu
menye lenggarakan pemerintahan, pelakesanaan

- pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan
sumber Jdana vang memadai vang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah; '

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu
ditetapkan Feraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Fandang tentang Fenyisihan
Penerimaan Pajak Bumil dan Bangunan Bagian
FPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang serta Pemberian ~ Sumbangan/bBantuan
Sebagian Hasil Pajak / Retribusi Daerah Kepada
Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
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Undang-undansg Nomor 22 Tahun igEa Lentang
Fembentukan Dazrah-dasrah Tingkat 11 4 Sulawegl
{(Lembaran Hagara Repablik Indonesia  Tahun 1988
Homor 74. Tambahan Lembaran Hegara Repulklik
Indonesia Homor 18%2) Jo. Peratursan Pemerintah
Nowmor 51t Tahun 1871 tentang Perubahan Batas-batas
Daerah Kotamadva Makassar dan Eabupaten-kabupaten
Gowa. , Meros dan Pangkasjens dan Eepulauvan dalan
Lingkungan Daersh Fropinst Sulswesi selatan
{Lembaran HNegars Republik Indonesia Tahun 1971
Momor 85, Tambahan Lewbaran Hegara FRepublik
Indonesia Nomor 29701

Undang-undang MNomoy 5 Tahun 1374 tentang Pokok-
pokoX Pemerintahan di Dasrsh (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1274 Nowor 38, Tambzhan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Homor 30375 ;
Indang—undang Nomor 5% Tahun 1879 tentang
Femerintahan Dess  {Lembaran Hegara Republik
Indonesia Tahun 1979 Homor 58. Tambahan Lembaran
Negars Fepublik Indonesis Nomor J3133)

H
7

Feraturan Pemerintal tlomor 5 Tahun 1975 tentang
Fengurusasn, Pertanzggungjiawaban dan Pengawassan

Kouangan Dasrah { Lembaran Megara Fepuklik
indonesia Tahun 1875 domor 5)
Peraturan Pemerintah Nowmor 47 Tahun 1885 tentang
Pembaglian Hazil Penerimaazn Pajak Bumi dan
Banzunan Antara Pemerintan Pusat dan Femerintah
Dazrah {([embaran Hegara Republik Indonesia  Tahun
1685 Homor 71, Tambahan Lewmbsaran Negara Hepublik
indonesia Nomor 23310

Feraturan Henteri Dalam MNegeri Nomor 2 Tahun 1980
tentang Femecahan, Penvetusn, dan  Penghapusan
gelurahar:

FPeraturan Menteri Ualam Negeri Nomor 1 Talun 1898L1
tentang Sumber Pendapatan dan EKekayaan Desa,
Penzurusan dan Pengawasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor © Tahun 15835
tentang Fengawasan Atas Jalannya Fenvelengsarasn
Femerintahan Desa/Pemerintahan Lelurshan;
Fersturan Mernseri Dalam Negeri Homeor 8 Tabhun 1990
tentansg Fengelolaan EKeuangsn Kelurashao
Keputusan Menterai Dalam Negevri Homor o© Tahun
1888 <tventanzg FProgedur Penetawvan Drodulk-produk
Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Hegeri ;
Kepuntusan Henteri Dalam Nezeri Nomor 48 Tshun
1980 tentanz Pedoman Penyisian Penerimaan Fajak
Bumi dan  Bangunan Bagian Daevah Tingkat I dan
Daeran Tingkat II Kepada Pemerintah Uesa
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990
tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta
Penerimaan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990
tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian
Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah
Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daeralh Tingkat II Ujung
Pandang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat I
Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1994 Seri D No. 5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang.

Menetapka

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN /BANTUAN SEBAGIAN
HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Ujung Pandang;

Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Ujung Pandang;

Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penyisihan Pajak
Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang selanjutnya dapat disingkat PBB,;
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FPagal 4

Penvisgihan hasil penerimaan PEB kepada Pemerintah
Belurahsan dicantumkan dalan Anggaran Pendapavan dan
Balania Daerah dan dianggarkan pada pengeluaran
rubin  {gsnjaran, subsidissumbanzan pada Daerah
Bawahan).

Pa=sal &

Hasil Penerimaan PBB zebagaimens dimaksud pasal I,
dicantumnkan dalam Anggaran Eelurahan sebagal
pEnerlmnasn.

Hasil peneriman PEE sebagaimana dimaksud Pasal 2
digunakan untuk pemiayaan penvelenggaraan
pemerintahan, pembasgunan dan pelavansn masyarakat
di Helurahan yang bersangkutan.

Fasal 7

Tatacara pervaluran subsidi 7 sumbangan penvisihan
pensrimnsan PEE kepada Pemerintah Kelurahan,
dilaksanakan peviriwalan pada Tahun Anggaral:
Berjgalan.

BAB Iil .
SUMBANGAN ~ BANTUAN SEBAGIAN
HASIL PAJAK » RETRIBUSI DAERAH

Fasal 8

Famerintah Dasrah mewmberikan Sunbangan  Banbuan
2ebazian hasil cenerimsan padek / retribusi  bDaerah
Repada FPemerintah Kelurahan sebagail penerimasn
H=lurahan.

FPamal &

13 Sumbangen / Bantusn ssbagian hasil padsk /-
retribusi LDaerah kepada Pemevinteh EKelurahan
schagaimana dimasksud pasal 8 disesuaikan
dengan kewmampuan Deerah

{23 Besarnys sumbangsn dan bantuan dimaksud  ayat
(1) pasal ini ditetapken minimal Bp. 300,000,
ftiga ratus ribw rupish) per Kelurshan setiap
Lahunnya.
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Hasil pensriman sunbangan / banluan sebasizn hasil
pETerimasn pajak ; rebtribusi Deerabh digunskean untuk
oambiavasi renyslenggaraan pemerintahan,
pesbsngunan  dan pelavanan masyarakat di Eelurahan
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BAE IV
KETENTUAN LAIN-LAIR

Passl 13
Fenyisihan PENST 1IARAT FBB -surIa remberian
sunzangsn bantuan sebhagian hazil Dasak dan
ratribusl Daerah kepada Femsrintah €slurahan tidak
J
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MmenEurangl kewadiban serta Langgungliawab Pemerintal:
etapr memberikan  sumbangains vantuan

gl Kelurahan yang saelams ini telah

rawal 14

laksanasn ?eraturan Daeveah

Lenala I'aarah claksanakan pelaporan atas
rel i i
kepada Jubernuyr Hepals bserash Tingkst I 3Sulawesi

BAE V
KETENTUAN PENUTUER

Pasal 15
iil) Hal-~hal wvans belun dietur dalsm Feraturan
Daerah il sepandang mengenal pelaksanaaninys
ditetapkan lebib landut denzan Hepubuvsan Kepalas
Laerah
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L2 Dengan  berlakunva Peraturan Desrah  ini, maka
Peraturan Daesrah Kotamadya Deerah Tingkat II
Jjung Pandang yvang mengatur hal vang sana  dan

bertentangan dengan hal yvang diatar dalam
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak bherlaku
lagi.

Pasal 18

Peraturan Laerah ini muelai berlaku pada tanggal

Adiundanglkan.
HGgar  sefiap orang dapat mengetshui, memerintahkan
wengundanzan Peraturan LDaayah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desrah Eotamadya Daerah
Tingrat I Ujung Dandang.

Ditetapkarn di Ujiung Fandang

Pada tangzal b JUNT 1999

DEHAR PEEWARKILAM BAKYAT DAERAR WALTECTAMADYA KEPALA DAERRAH
huThHauxa DAERAH TIMGEET II TIRGKAT II UJUNG PANDANG,
UJUNG PANDANG
KETUA,
thd T % d
Tz, BURHAMUDDIN ALI H. B. AMIRUDLIN MADLA

Dizankanr oleh Gubernur Kepala Daevab
Tingkat | Dulawesi 2elaten dengan

curat Feputusan
Nomor : B18/1V/Tahun 15999
Tanggal 5 Juni 1998
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Divndanzkan dalem Lesmbesran D
Lotamadya Dasrah Tingketr 11
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Fandang

Momor 1 Telnun 1988
seri @ Homor

Tanggal ;21 Juni 1999

SEERETARLS WILAYAH ROTAMALYA DAERAH
TIHGKAT I{ (JJUNG PAHDANG

Drs. H.M. FARID SUAIB, M3

Pangkat @ Pembina TK.I
Kip. 2 DI 7



